KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.101B-BPKD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.794-BPKDI2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

Menimbang . a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai Keputusan Bupati Nuomor:
821 2/Kep 299-BKPPD/2018 tanggal 23 Februan 2018, maka
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bekasi Nomor 028/Kep 794-BFKD/2017 tanggal 29
Desember 2017, tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
Kecamatan Cikarang Barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembal:

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan
kembali dengan Keputusan Bupat,

ok

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1830 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1850},

2 Undang-Undang Nemar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesian Nomor 42535),

3. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
% Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4735}

4. Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keuangan Megara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 66,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomaor 4400);



Menetapxan

PERTAMA

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemernntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),;

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
244  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
R587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomaor
58. Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5678):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik MNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoer 5533),

8. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

G Peraturan Daegrah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 20117 Nomar 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomar 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daarah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor €);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017

Marmor 8);

12 Peraturan Bupatl Bekasi MNomor 50 Tahun 2015 tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Serita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 30},

13. Peraturan  Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sera Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
{Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomaor 81}

14 Peraturan Bupati Bekas: Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUS KAN:

Perybahan atas Keputusan Bupati Nomor 028/Kep.754-BPKD2017
tentang  Penunjukan  Pejabat  Pengguna  Barang,  Pejabat



Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
pada Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun 2018,

KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah

merubah  ketentuan Lampiran nama Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang, yang semula .

"No | Nama Jabatan Dalam SKPD ' Ditunjuk Sebagai
¥ 2 i 3 4 |
1 HARIYANTD. SIP Pit. SEKRETARIS CAMAT PEJABAT PENATALSAHAAN
NIP 18601023 1883031 007 CiKARANG BARAT FENGGEUMA BARANG

diubah sebagal berikut :

Ne | ‘Mama ~ Jabatan Dalam SKPD Ditunjuk Sebagai
B 2 3 4 |
i | AGUS SOBARNA, 5T, MM SEKRETARIS CAMAT CIKARANG | PEJABAT PEN/ TAUSAHAAN
MIP 159840311 195003 1 009 BARAT | PFEMGGUNA BARANG
KETIGA . Keputusan ini merupakan bagian yang bidak terpisahkan dengan

Keputusan Bupali Nomor 028/Kep.794-BPKD/ZONT  tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyat~ terdapat
kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
padatanggal 2% Fabruari 2018

,ﬂcf BUPATI BEKASI /~

EHI;HG HASANAH YASIN

i

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1 Ketua DPRD Kabupaten Bekasi,

2 Inspekiur Kabupaten Bekasi

1 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatinan Daerah Kabupaten Bekasi;
4 Camal Cikarang Barat.



